
BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan

daerah, yang pemungutan, pengadministrasian, dan

penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-

baiknya, berlandaskan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, piutang Retribusi yang tidak mungkin

ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kedaluwarsa dapat dihapuskan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,

dan huruf b serta berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

SALINAN
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Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemrintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan  Piutang Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
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(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor

8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor  8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 40);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 83);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 83);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Magetan.

3. Bupati adalah Bupati Magetan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kabuaten Magetan.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan

perundangundangan.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau Badan.

8. Retribusi  Jasa  Usaha  adalah  pungutan  Daerah  sebagai

pembayaran  atas  jasa  yang  disediakan  oleh

pemerintah Daerah  dengan  menganut  prinsip-prinsip

komersial  yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

Badan.

9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.
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10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

11. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau Badan

yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi

bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi, termasuk

wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban

Wajib Retribusi.

12. Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus

dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa

retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun

retribusi menurut peraturan perundang-undangan

Retribusi Daerah.

13. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib

dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat

lainnya yang sah.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang

terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang diatur dalam

Peraturan Bupati ini meliputi:

a. piutang Retribusi Jasa Umum;

b. piutang Retribusi Jasa Usaha;dan

c. piutang Retribusi Perizinan Tertentu.
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(2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terhadap kewajiban pokok

retribusi beserta bunga dan/atau denda administrasi yang

tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan

pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SKRD

dan STRD.

(3) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam SKRD

dan STRD dapat dihapuskan apabila Retribusi Daerah

tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi

karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kedaluwarsa.

Pasal 3

(1) Dalam hal tertentu, piutang Retribusi dapat dihapuskan

sebelum hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa.

(2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terhadap kewajiban pokok

retribusi beserta bunga dan/atau denda administrasi yang

tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan

pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SKRD

dan STRD.

(3) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) apabila piutang Retribusi Daerah tidak dapat

atau tidak mungkin ditagih karena:

a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal

dunia dengan tidak meninggalkan harta;

b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak

mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan

pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil

penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi

utang Retribusinya;

e. Wajib Retribusi/Penanggung  Retribusi tidak dapat

ditemukan  lagi karena :

1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah

alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi;

2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi

meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-

lamanya; atau
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f. sebab-sebab lain sesuai hasil penelitian.

(4) Untuk penghapusan Piutang Retribusi karena sebab

dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan

pemeriksaaan terlebih dahulu dan hasil pemeriksaat

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(5) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 4

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,

baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran

tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.



9

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah

membuat daftar usulan penghapusan piutang Retribusi

Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat

Penatausahaan Keuangan Daerah.

(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah

sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Nama Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;

b. Alamat Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;

c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;

d. Jenis Retribusi Daerah;

e. Tahun Retribusi;

f. Jumlah Piutang Retribusi yang akan  dihapuskan;

g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;

h. Alasan dihapuskan.

(3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk

dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian

dengan prosedur sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah

melakukan inventarisir piutang Retribusi Daerah yang

sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan

penagihannya disertai alasan kesulitan penagihannya;

b. dalam melakukan inventarisir sebagaimana dimaksud

pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah membentuk

Tim Pemeriksa;

c. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud huruf a,

diaudit oleh Inspektorat;dan

d. hasil audit disampaikan kepada Kepala Perangkat

Daerah pengelola Retribusi Daerah.
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(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi

Daerah menyampaikan usulan penghapusan Retribusi

Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 6

Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah);dan

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah untuk jumlah diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah);

Pasal 7

(1) Penghapusan piutang Retribusi Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan, dan Aset Daerah menghapuskan piutang

Retribusi Daerah dari pembukuan piutang Retribusi

Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai penghapusan piutang Retribusi Daerah

yang sudah ada saat ini, menyesuaikan ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA  DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 82
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 82 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BUPATI MAGETAN,
TTD

S U P R A W O T O

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI YANG TIDAK DAPAT DITAGIH

LAGI
NOMOR : ……………………………..

Pada hari ini ……….., tanggal …………, bulan …………, tahun ………., bertempat di
Kabupaten Magetan, Berdasarkan Surat Perintah Kepala ( nama SKPD) No
………………..tanggal  ……………… tentang Pemeriksaan wajib retribusi/penanggung
retribusi dengan ini telah melakukan pemeriksaan  terhadap Wajib Retribusi/penanggung
retribusi yang tidak dapat di tagih lagi, sebagai berikut :
1. Nama Wajib Retribusi/

Penanggung Retribusi : ……………………………………………………
2. Alamat Wajib Retribusi/

Penanggung Retribusi : ……………………………………………………
3. Tahun Retribusi : ……………………………………………………
4. Jumlah Piutang Retribusi : …………………………………………………….

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk
……………………………………………………………...

Mengetahui
Kepala SKPD

Selaku Penanggungjawab

( ……………….. )
Pangkat

NIP ………………….

Tim Pemeriksa,
Pemeriksa 1

( …………………. )
NIP. …………………

Pemeriksa 2

( …………………. )
NIP. …………………

Pemeriksa 3

( …………………. )
NIP. …………………


